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TENTANG 
TUGAS WAKIL BUPATI 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI NGAWI. 

ketenlU8ll dalam Pasal 26 Undang-1.JndanQ 
. a bahWa beldaSafkall pemerinlahan oaerah 

Nomor 32 Tahu~epublik2004 ,r:: Tahun 2004 Nomor 125. 
(Lembafan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
Tambahan Lembalall Negara • ctengan unctang-Undan9 
sebagaimana telah cfwbah terakhtrN ara RepubDk Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2008 {~ -U:baran Negara Republik 
Tahun 2008 Nomor 59, Tam ifmannv:a pemenntahan 
Indonesia Nomor 4844). guna kelancaf8I! .,._. ... .,- atur 
dan pembangunan di Kabupaten Ng&WI maka perlu meng 
Tugas Wakil Bupati ; • di:--rn..ud d lam 
bahwa beldasarkan pertimbangan sebagaunana u•~ a 

b. huruf a, maka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tugas Wakil Bupati. · · 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang P~~J 
Daerah-daerah Kabupaten dalaln Lingkungan Prop111s1 awa 
Timur (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 19. 
Tambahan Beri1a Negara Republik Indonesia Nomor 9). 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repub6k Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repub6k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeliksaan 
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400) ; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Repubfik Indonesia Nornor 4844) ; 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan L.embaran Negara Republtl< 
Indonesia Nomor 4721) ; 
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8. Peraturan Pemerirdah Nomor 6 Tahun 2005 tentang ~ 
Pengesahan Pengangkalan dan Pembelhentian Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daemh ( lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana 1elah cfrubah lelilkhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan 
Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor .t885) ; 

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tabun 2005 1enlang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembanm 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

10. Peraluran Pemeiinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan clan Paagawasan Penyelenggaraan Pemerinlahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahlm 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) ; 

11. Peralwan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 fe111atag Olganisasi 
Perangkat Daerab (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4741); 

12. Peratwan Pemerinlah Hornor 80 Tahun 2008 tentang Sistem 
P~armn Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
lndonesta Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Repubfik Jndonesia Nomor 4890) • 

13. Peratwan Manieri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Tala Naskah Dinas di Lingkungan Pemerinlah Daerah . 

14
" ~ ~ Ngawi Nomor 8 Tahon. 2008 

(Lembaran r t dart Tata Ke,ja Petangkat Daefah 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08). 

MEMlJTUsKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS WAKIL BIJPATI 

BAB I 
KEfENTuAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn Pe,atu,an 8upati - . . 
1. Daerah, adafab ~ cfnna~ dengan : 
2. Pemerinfaban Da rah Ngawi_ 

ruun.,,..;..._.,,___ ae • adaJah P~--,_,._,,._,N:lfl ofeh Pernerintah Daeiah--.. -■waraan urusan 
Rakyat Daenm rnenurut • dan Dewan PerwakiJan 
df:'lgan prins;p otanomi a:.=:;:n fugas P8mbantuan 

dp~-~egma Kesatuan Repul,f;I( lndor:m ~ clan 
••-nouu dafaJn Unrfann..nui-__ sebagaunana 

Indonesia Tahun 1945--~ ·~u ■uc11ag Dasar Nega,a Repubfik 

3. ~ ~ ~ dan Peranekat Daerah 
Ngawi P8merintahan daerah KabuJ>aten 

4. Bupati, adaJah 8upati Ngawi 
5. Wakil Bupati, adalah Wakil 8upati Ngawi_ 
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BAB II 
1\JGAS WAKIL BUPATI 

Pasal 2 

(1) Wakil 8upati mempunyai tugas: 
a membanlu 8upati dalarn menyelenggarakan pemerinlahan daerah; 
b, memban1u Bupati dalam mengkoOtdinasik kegialan instansi vertikal di 

daerah, menindaklanjuli taporan danfalau temuan hasil pengawasan aparat 
pengawasan, rnelaksanakan pembenfayaan pe,empuan dan pemuda, serla 
mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan fingkungan 

~~ .. 
c. mernanlau clan mengevaluasi penyelenggaraan pemerinlahan d1 wilayah . 

kecamalan, keJurahan danlalau desa ; 
d. memberikan saran dan pedimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan. daerah; 
e. melaksanakan tugas clan kewajiban peme1i11lahan lainnya yang diberikan oleh 

Bupati; dan 
f. melaksanakan tugas clan wewenang 8upati apabila 8upati bemalangan, 

(2) DaJam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Waki1 8upati 
bellanggungjawab f(epada Supali. . 

(3) WakiJ 8upati menggantikan 8upati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati 
meninggal dunia, berhenti, dibetheldikma. alau tidak dapat melakukan kewajibannya 
seJama 6 (enam) bulan secma terus-menerusdalam masa jabatannya 

(4) Untuk mengisi kekosongan jabalan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang berasal dari r>adai poJitik atau gabungan partai politik dan masa jabalannya 
masih tersisa 18 (delapan belas) bu1an a1au lebt"h, 8upati mengajukan 2 (dua orang 
calon wakll 8upati benfasartan usu, pafai poJi1ik alau gabungan pafai poJilik yang 
p&sangan cafonnya te,p,lih dalam pemilihafl Bupali clan Waldl Bupati unluk aQJifih 
ofeh Rapat Paripuma DPRD 

<5> ~ntuk mengisi ~n jabatan wakiJ Supati sebagairnana dimafcsud ·pada ayat 
(. ~ yang berasal dari caJon P8meutangan dan masa jabafannya masih felsisa 18 
~~: atau lebih_ 8upali mengajukan 2 {dua) orang caJon WaJdl 

(6) Dafam hal letjad; kek ~ ~ DPRD 
atau ga1,ungan parfai osongan jabatan ~ 8upat; yang berasal dari pa,faj polifiJc 
tidak dapat melakukan~~~ menmggai dunia, bementi diberhenfllcan alau 
daJam . ·-•:~UIJil seJama 6 l t\ bu ' ' 
b•.._ rnasa .iabatannya dan masa mhDIB--\enam1 Ian seca,a ferus.menerus 
_,, .atau lebifa. &,pat; - .w:----11•ya masih 1elsisa 18 (delapan 

USUI Partai PGtifik atau ~.2 (~) orang cafon waJdJ a.-...:,_,,_~ 
dalam P8mifihan B - Wigan P8lfai pofitik yang ""UflGU -~ 

(7) Dala,n hal fe,jad;u: dan Walcir_Bllpali unluJc cf,pffih oleh ~ ~nnya te,pilih 
~ 1rmena ~n jabafan Warol ·8uJ,at; •~, PariJ>uma DPRD. 
!'18falwkan lcewajibannyalfleniQggaf dunia_ be,henfi ~ belasal dari calon 
~nya dan rnasa ~. 6 Cenam) bulan s'eca.a tAn.__:_~ tidak dapat 
~ daeiah lllann!»;•.L-- nya lllasih 1eJsisa 1 -~•R:f181US dala,n 
Pa,jpurna DPRi,~--~~ 2 (dua) OJang caton 8 (delapa~ belas) .bufan alau ~ 

waldl&,pafi Ufllukd• .lih lebrh, 
rp, OJehffapaf 

UntuJc lhela'-- Pasa, 3 aupa,; ~natantusas . 
a. Sida~ fuQas.~ ~ dafarn P. 
b. BidangA~~~: c1Sal2a,at(1)h 
~ Elconom; Ke~; Un.rf e, Wa1o1 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasat 4 

• ulai bel1akl maka Perab.nan Bupati Ngawi Pada saat Peraturan Bupati im m ~. Wakil Bupati dicabut 
Nomor 13 Tahun 2000 lada:ng Tugas clan Wewenang 
dan dinyatakan tidak bedaklL 

Pasal' 5 

Peratwan Bupati ini mulai bedaku ~ ~-=="-pengundangan 
Agar setiap orang mengetahumya. dalaJn Berila Daerah 
Pemluran Bupati ini dengan penempatannya 
Kabupaten Ngawi. 

Dite1apkan di Ngawi 
.pada 1anggal If O~fo l;er ZOIO 

BUPATI NGAWI, 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggat t fl 0~~11 t.oto 

SEl<RETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI; 

cDENAst WASONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR z12. 


